BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3’5‘8’ /2025

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI

Menimbang : a.

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2)
huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara
Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



10.

-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20211 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20211 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijjakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan
Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

-3-

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283});

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungst Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong {Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dengan rencana Kerja,
Jadwal pelaksanaan dan target sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran Il dan Lampiran HI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan
untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah,
schingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah
serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada belanja daerah.

Jenis pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan
retribusi daerah.

Jenis belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasi dan
belanja modal.



KELIMA : Rencana kerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan
target Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dievaluasi tiap
triwulan untuk melihat perkembangan atau kendala yang
menghambat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah

Daerah.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
_ Ditetapkan di Tanjung
i PARAF HIERARKI | PARAF KOORDINAS! | pada tanggal A7 '3/6 v v ’
SEKRETARIS DINAS/BADAN SEKDA BUPATI TABALONG,

KABID/KABAG | ASISTEN / | \ [7)\
—-\___

KASVKASUBBIDIKASUBBAGIF |\ KADIS/KABAN \\\h{)

MUHAMMAD NOOR RIFANI{

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR

188.45/ /2025

TANGGAL /9 .ﬂx/bﬁhkr 2o 25,

RENCANA KERJA ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO

URAIAN KEGIATAN

1.

1Menyﬁsun salinan awal Kesepakatan Bersama
i antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Pemanfaatan
| Produk Jasa Perbankan dalam rangka Pengelolaan
| Keuangan Daerah

Menyusun salinan awal Kesepakatan Bersama
antara Pemerintah Kabupaten dan PT Bank Rakyat
Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Tanjung
Tabalong tentang Penggunaan Fasilitas Layanan
Jasa Perbankan dan Dukungan Program Smart
City

PENANGGUNG JAWAB

Badan Penda&ntan Daerah

Menyusun Salinan awal Perjanjian Kerja Sama
antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT
POS Indonesia (Persero) tentang Penyediaan
Layanan Pembayaran Pajak Daerah =~ _
Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang
i Tanjung tentang Kerja Sama Sewa dan
Pemanfaatan Perangkat Pemantauan Perpajakan
Daerah dan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah
Secara Online

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

| Badan Pendéﬁé_tan Daerah

Meclakukan pembaharuan Kerjasama antara Badan
Pendapatan Daerah dengan PT Cartenz Technology
. Indonesia. Bapenda mengajukan penambahan sewa
- dan pemanfataan perangkat pemantauan
: perpajakan daerah secara online sebanyak 25 {dua
1 puluh lima) unit kepada Bank Pembangunan
| Daerah Kalimantan Selatan dan PT Cartenz
. Technology Indonesia.

Badan Pendapatan Dacrah

' Mengajukan permohonan penyediaan fasilitas QRIS
. Dinamis dan  Smart EDC kepada Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Badan Pendapatan Daerah

Identifikasi dan sosialisasi Wajib Pajak yang siap
melakukan elcktronifikasi pembayaran  Pajak
| Daerah

Badan Pendapatan Daerah

. Melakukan rekonsiliasi realisasi penerimaan PBJT-
. Tenaga Listrik dengan PT PLN (Perscro)

Badan Pendapatan Daerah

| Sosialisasi  Optimalisasi  Penerimaan  Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor sekaligus sosialisasi
digitalisasi pembayaran kepada masyarakat

Badan Pe_ﬁdapatan Dacrah

10.

Membangun Aplikasi Pengelolaan Digital Pajak
Sarabakawa

Badan Pcndapatan Daerah




11. | Pendataan WR retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup
12. | Sosialisasi dan edukasi kepada WR retribusi | Dinas Lingkungan Hidup
sampah
13. | Pendataan  kesiapan  lokasi  parkir dalam | Dinas Perhubungan
berelektronifikasi
14. | Perekrutan agen bank  sebagai  penerima | Dinas Perhubungan
pembayaran retribusi parkir
15. | Pendataan  kesiapan  lokasi pasar dalam | Dinas Perhubungan
berelektronifkasi pembayaran retribusi
16. | Perekrutan agen bank  sebagai penerima | Bank Rekening Kas Umum
pembayaran retribusi pasar Daerah
17. | Edukasi pemakaian QRIS dan uang elektronik | Rekening Kas Umum
kepada pedagang pasar Daerah dan Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
18. | Uji coba pemanfaatan teller pada Pelayanan | Dinas Penanaman Modal
Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
19. | Uji coba pemanfaatan QRIS dan mobile banking Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
20. | Sosialisasi dan edukasi kepada penerima bansos Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset daerah
21. | Sosialisasi dan edukasi kepada rekanan penyedia | Badan Pengelolaan
Alat Tulis Kantor Keuangan dan Aset daerah
22. | Pembangunan sistem / aplikasi One Page Checkout | Badan Pengelolaan
yang memungkinkan penerbitan kode bayar di satu | Keuangan dan Aset daerah
sistem walaupun proses layanan publik dilakukan
oleh perangkat daerah yang berbeda dengan lokasi
vang berbeda
23. | Penguatan sinyal di lokasi penerapan | Dinas Komunikasi dan
elektronifikasi Informasi
24. | Penjajakan kerjasama dengan Penyedia Jasa |Bank Rekening Kas Umum
Pembayaran Daerah

PARAF HIERARKI

PARAF KOORDINAS!

SEKRETARIS DINAS/BADAN

——

BUPATI TIKBAL%

KABIDIKABAG | Asi

KASUKASUBBIDIKASUBRAGIF

mm RIFANI -f




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3'}3{2025

TANGGAL \5 W\“’ m

JADWAL PELAKSANAAN RENCANA KERJA ELEKTRONIFIKAS] TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

2025 - TRIWULAN || 2026 - TRIWULAN | 2027 - TRIWULAN || 2028 - TRIWULAN ] 2029 - TRIWULAN PENANGGUNG
Inr | v 1 1| Iv | 11 1 | Iv | {1 Iv I | I | v JAWAB

URAIAN KEGIATAN

] 1l
Menyusun salinan awal Kesepakatan Bersa.ma#
antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan| = _'::!|
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang| BAPENDA
Pemanfaatan Produk Jasa Perbankan dalam

rangka Pengelolaan Keuangan Daerah

Menyusun salinan awal Kesepakatan Bersama
antara Pemerintah Kabupaten dan PT Bank|
Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor
Cabang Tanjung Tabalong tentang Penggunaan|
Fasilitas Layanan Jasa Perbankan dan
Dukungan Program Smart City

BAPENDA

Menyusun Salinan awal Perjanjian Kerja Sama
antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan
PT POS Indonesia (Persero) tentang Penyediaan| BAPENDA
Layanan Pembayaran Pajak Daerah

Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT Bank
Pembangunan Daerah (BPD Kalsel) Cabang :
Tanjung tentang Kerjn Sama Sewa dan h A= ] LA ' BAPENDA
Pemanfaatan Perangkat Pemantauan I I

Perpajakan Daerah dan Penerimaan
Pembayaran Pajak Daerah Secara Online 1 | ' J




s}

|Mengajukan permohonan penyediaan fasilitas|

|Membangun  dan  mengimplementasikan

Melakukan pembaharuan Kerjasama antaral
Badan Pendapatan Daerah dengan PT Cartenz
Technology Indonesia. Bapenda mengajukan
penambahan sewa  dan pemanfataan
perangkat pemantauan perpajakan daerah
secara online

sebanyak 25 (dua puluh lima) unit kepada

BPD Kalsel dan PT Cartenz Technology

Indonesia.

QRIS Dinamis dan Smart EDC kepada Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Identifikasi dan sosialisasi Wajib Pajak yang|
siap melakukan elektronifikasi pembayaran
Pajak Daerah

Melakukan rekonsiliasi realisasi penerimaan
dan Pembayaran PBJT-Tenaga Listrik dengan|
PT PLN (Persero) secara Digital.

Sosialisasi Optimalisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor sekaligus sosialisasi|

digitalisasi pembayaran kepada masyarakat

Aplikasi Pengelolaan Digital Pajak Sarabakawa |

Pendataan WR retribusi sampah
Sosialisasi dan edukasi kepada WR retribusi
sampah _ -
Pendataan keslapan lokasi parkir dalam
berelektronifikasi

pembayaran retribusi parkir

~|Uji coba pemanfaatan f teller pada FT‘SP

Perekrutan agen bank sebagai penerima
pembayaran retribusi pasar
Edukasi pemakaian QRIS dan uang elektmmk

kepada pedagang pasar

Uji coba pemanfaatan QRIS dan mobile

| banking

Perekrutan agen bank sebagai penerima |L.

Pendataan kes:apa.n lokasi pasar dalam | ‘
_ |berelektronifkasi pembayaran retribusi

BAPENDA

BAPENDA

BAPENDA

BAPENDA

BAPENDA
BAPENDA

DINAS LH
DINAS LH

DISHU"B

DISHUB

DISHUB

BANK RKUD

RKUD dan |

Diseprindag |
DPMPTSP

DPMPTSP




Sosialisasi dan edukasi kepada penerima

20
bansos - _
21 Sosialisasi dan edukasi kepada rekanan|
penyedia ATK '

22

Pembangunan sistem / aplikasi One Page .

Checkout yang memungkinkan penerbitan
kode bayar di satu sistem walaupun proses
layanan publik dilakukan oleh perangkat
daerah yang berbeda dengan lokasi yang
berbeda

23

Penguatan sinyal di lokasi penerapan
elektronifikasi

24

Penjajakan kerjasama dengan Penyedia Jasa

Pembayaran

BPKAD

BPKAD

BPKAD

PARAF HIERARKI

| SEKRETARIS DINAS/BADAN

PARAF KOORDINASI

KABID/KABAG

KASI/KASUBBID/KASUBBAGIF

/DA

STEN

SIKABAN




LAMPIRAN [H
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 12025
TANGGAL ‘ 3 m
TARGET ELEKTRONIFIKASI TARGET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
7
KO JENIS PERDAPATAN DAN BELANJA DAERAH il aea 2ede & 2 _e PENANGGUNG JAWAB
DATA SEMI SEMI SEMI SEMI SEMI
TUNAI [ SEMY | DigrmaLl Tunan [ BRI [ DIGITAL] TUNAY [ SPPL (DIGITALY TUNAL | cory [ DIGITALY TUNAI
1 IPBJT [ o | 2093 WP % A% 60% % 30% 70% O%|  20% 0% 0% 10% 90%% | 0% I
2 |Pajai Air Tanah - N ] 21 WP | o] a0%| 60%| 0% 30%| TO%| @ O%| 20%; BO%| 0% 10%) 90%| 0% o
3 |Pajak Reklame B o . | 279 WP %] 40%|  60% 0%  30% 0% el 20% B0%| 0% 10%)  90% 0%
4 _ |Pajak MBLB - . __| 693 WP O%|  40%| 60% 0% 30% 70% %) _ 80%| 0% 10%)  90% 0%
5 |Pujak Sarang Burung Walet - o | _7as WP_| 0%  40% 60%| 0%  30% 70%) %) 80%, O%|  10% 9% 0%, .
6 |PBB . . o B4295 WP O%a|  40%|  60%| 0%  30% 70% %] Bns) 0% 10%)  90% 0%
7 |BPHTH B - 606 WP O] A0%|  60%] 0% @ 30% 10% 0% 80%) 0% 10%)  90%] % —
8  |Opsen PKB - o o A= L DM 40%|  60%| @ O%)  30% T0%) 0% _ 80% O%| 10%| 90%| 0% —
9 |Opsen HENKE . B — i 0%  40%)  60% 0% 30%, 70%] 1 B%| 0% 10%|  90% 0%
_ 10 [Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan = | 1000 WR | 0%  40%)  60% 0% 0%  70% 0% BO%| 0% 10%| 90% e
11 |Retribusi Tempat Khusus Parkir = — 15 titdk 0%  40% 60%| 0%  30% 0% 0% BO%| 0% 10%| 90%| 0%
12 | o 10pasar | 0% 40%| 60% 0%l 30% 0% 0% BO% 0% 10%)  90%| 0% | 100% —
13 |Retribusi_ Persetujuan Hangunan Gedung = o L 0% 0% 60% % 30%, T0%| O | BO%| 0% 10% 9% 0% %] 100% ) DPUP — E—
DISHUB, SETDA, DISDIK. DISNAKER,
14 |Retribusi Pemanfantan Aset Daerah 1 OPD o%| 40|  s0%|  O%|  30%|  7o%| 0% sorel ol 10%] o] 0%|  0%|  100%|DKPPTPH, DPUPR; DINKES: REUDHBK;
| il o ) - . A 1 I - | = S | DISPERINDAG
15 Rm“li_mﬂ Pazir di Tepl Jalan Umum _1oPD | 0% 40%)  60% %] 30% 70%] L BO%| 0% 10%, 90%| O%Ia 0%| 100%|DISHUB
16 | 10PD %) 40%| 60%|  O%| 30%) 70%| 0% | BO%|  0%|  10%| @ 90%| 0% 0% 100%|DINKES; RSUDHBK o
17 _1OPD | 0%] 40%| 60%)  O%| 30%)| 70% 0% | BO%| 0% 10% 90% 0% 0% 100% JPR P
18 - _10PD O%| a0%| 60%| 0% 30%] TO%| 0% 8] 0% 10%) 90%) 0% o] .
19 - 10PD |  O%| 40%| 60%| 0% 30% 70%|  O%| ol BO% 0% 10%| 90% 0% 0% 1 158
20 __10PD 0%  40%| 60% o 30%) ) B0%| 0% 10%]  90% 0% %) 100%]! DISPORAPAR -
21 | _10PD O%|  40%|  60% 0% : 80% 0% 10%|  90%] 0% 0%  100%]] | DKPPTPH o -
22 |Retribusi Penyediann Tempat Khusus Parkir Diluar Hadan Julan | 10PD | 0%  40%| 60%| 0% 0 _BO%) 0% 10%)  90%! 0% 0%|  100%|RSUDHBK B
23 |Retribuni Penjunlan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 10PD | 0% 0%  60% s 0% BO% 0% 10%)  90% 0% 0%|  100%|DLH: DPUPR -
24 [Retribusi Penggunann Tenaga Kerja Aming [TKA] | 1orD o 0% 60% 0% o, BO%| 0% 10% 90 0%|  0%] 100%|DISNAKER o B
25 |Belanja Bansos o o 1OPD | 0% 0% 100%) % al  100%) ' _ 1007} 0% | 100%| %) %]  100%]|BPAKD .
26 _|Belanjn ATK 1 0PD o%] om 00| owl ol 10o%]  oml 10%] 0%l 0%l 1oo%] 0%l o[ 100

PARAF HIERARKI

1
PARAF KOORDINAS! 1

| SEKRETARIS DINAS/BADAN SEKDA 1 |
L S |

| KABID/IKABAG SISTEN \ l
-

KASHKASUBBID/KASUBBAGIJF 'S/IKABAN :




